
 

 

 
 

 

 

 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR 77 TAHUN 2019 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 57 TAHUN 

2018 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN UANG TRANSPORT BAGI  

RUKUN TETANGGA (RT), RUKUN WARGA (RW) DAN PEMBERDAYAAN 

KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI KOTA SEMARANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

WALIKOTA SEMARANG, 
 

Menimbang  :  a.  bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan pengelolaan 

keuangan daerah khususnya berkenaan dengan Lurah 

sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka Peraturan 

Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Teknis Pemberian Uang Transport Bagi Rukun 

Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Pemberdayaan 

Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Semarang, perlu 

ditinjau kembali; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud       

di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota 

Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 

Semarang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis 

Pemberian Uang Transport Bagi Rukun Tetangga (RT), 

Rukun Warga (RW) dan Pemberdayaan Kesejahteraan 

Keluarga (PKK) di Kota Semarang; 
 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        

Nomor 5234),  Tambahan   Lembaran Negara  Nomor  5234)  

 

 

 



  

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia        Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 

2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang  

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di 
Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang   
Nomor 34); 

 

 

 

 

 

 



  

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 

Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 
Nomor 114); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia     
Tahun 2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 

tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018      

Nomor 569); 

14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 17A Tahun 2012 

tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Lembaga 

Kemasyarakatan di Kelurahan (Berita Daerah Kota 

Semarang Tahun 2012 Nomor 17A); 

15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2018 

tentang Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 

2018 tentang Pedoman Teknis Pemberian Uang Transport 

Bagi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan 

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota 

Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 

Nomor 57); 
 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN UANG TRANSPORT BAGI 

RUKUN TETANGGA (RT), RUKUN WARGA (RW), DAN 

PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI 

KOTA SEMARANG. 

 

 

 

 



  

 Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2018 tentang 

tentang Pedoman Teknis Pemberian Uang Transport Bagi Rukun Tetangga 

(RT), Rukun Warga (RW) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di 

Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 57) diubah 

sebagai berikut: 

                                

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 2 

 
(1) Uang transport diberikan kepada Lembaga Kemasyarakatan di 

Kelurahan. 

(2) Uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: 

a.  Ketua dan Sekretaris RT;  

b.  Ketua dan Sekretaris RW; 

c.  Ketua Kelompok PKK RT; dan 

d.  Ketua Kelompok PKK RW. 

(3) Apabila penerima uang transport sebagaimana dimaksud pada  ayat 

(2) tidak hadir, maka dapat diberikan kepada yang mewakili 

berdasarkan Surat Tugas. 

(4) Besaran uang transport yang diberikan mengacu pada Standar Satuan 

Harga Pemerintah Kota Semarang. 

 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 3 
 

Uang transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan pada saat: 

a. menghadiri kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, rapat, 

musyawarah serta kegiatan lain sesuai dengan tugas, fungsi dan 

kewajiban; dan 

b. melaksanakan koordinasi/konsultasi ke Kelurahan atau Kecamatan. 

 

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 4 

 
(1)  Camat dan Lurah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemberian 

uang transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 

(2)  Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

 

 

 



  

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 5 

(1)  Pertanggungjawaban rapat/musyawarah/kegiatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa: 

a. undangan; 

b. daftar hadir; 

c. notulen/laporan; dan 

d. daftar penerimaan uang transport. 

(2)  Pertanggungjawaban koordinasi/konsultasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf b berupa: 

a. berita acara atau formulir koordinasi/konsultasi; dan 

b. daftar penerimaan uang transport. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 

Semarang. 

 

    

 

  Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 31 Desember 2019 

 WALIKOTA SEMARANG, 
 

 

 ttd 

      HENDRAR PRIHADI 

   

 
  

 
  

Diundangkan di Semarang  

pada tanggal 31 Desember 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, 

 

 
 

  ttd 

              ISWAR AMINUDDIN 
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